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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Standar dan peraturan keamanan pangan 
sangat diperlukan untuk menjamin produk 

yang dihasilkan oleh suatu negara memiliki 
kualitas yang baik dan daya saing. Oi era 
perdagangan bebas seperti sa at ini, fungsi 
standar dan peraturan keamanan pangan 
menjadi sangat penting sebagai alat untuk 
mempermudah transaksi perdagangan antar 
negara dan menciptakan perdagangan yang 
adi!. Selain itu, standar dan peraturan keamanan 
pangan juga diperlukan untuk menjamin 
keamanan produk dan melindungi kesehatan 
publik. Oalam kaitannya dengan perdagangan 
internasional, standar dan peraturan keamanan 
pangan juga mempunyai peranan lebih 
luas (Hariyadi, 2011 b); yaitu (i) melindungi 
kepentingan masyarakat Internasional dan 
kesehatan (negara) konsumen, (ii) memfasilitasi 
tercapainya perdagangan pangan yang adil antar 
negara, dan (iii) meningkatkan kesejahteraan 
(welfare) masyarakat. 

Oi Indonesia, terdapat beberapa lembaga 
yang berwenang dalam pengembangan standar 
dan peraturan keamanan pangan. Badan 
Standardisasi Nasional (BSN) adalah lembaga 
yang berwenang mengkoordinasi sistem 
standardisasi nasional dengan menetapkan 
suatu standar yang disebut sebagai Standar 
Nasionallndonesia (SNI). Khusus untuk Standar 
Keamanan Pangan, beberapa instansi teknis 
seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM) RI merupakan lembaga yang bertugas 
sebagai pengawas pangan yang antara lain 
berwenang memberlakukan wajib SNI suatu 
produk pangan. Selain standar BPOM juga 
berwenang untuk menerbitkan pedoman dan 
peraturan yang berkaitan dengan keamanan 
pangan. 

Standar Nasional Indonesia untuk produk 
pangan sudah banyak dikembangkan dan 
disahkan. Namun demikian, tingkat penerapan 
standar pangan di Indonesia saat ini masih 
sangat rendah. Oari keseluruhan SNI di bidang 
pangan yang telah diterbitkan , hanya 12 persen 
yang diterapkan oleh pelaku usaha (BSN, 2009). 

Mengingat peran penting standar 
pangan, maka, perlu dilakukan kajian untuk 
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mengidentifikasi fa ktor-faktor yang menjadi 
penghambat dalam penerapan standar keaman­
an pangan di Indonesia serta memberikan 
alternatif perbaikannya untuk meningkatkan 
tingkat keberterimaan (acceptability) , dan 
tingkat penerapan standar di Indonesia. 

Secara umum, tingkat keberterimaan 
dan penerapan standar (SNI), pedoman dan 
peraturan yang masih rendah oleh pelaku usaha 
mengindikasikan adanya permasalahan dalam 
perumusan standar. Menurut BSN (20 11 b), 
agar SNI memperoleh keberterimaan yang 
luas antara para stakeholder, maka SNI perlu 
dirumuskan dengan memenuhi WTO Code 
of good practice, yaitu melalui proses yang (i) 
transparan; (ii) terbuka; (iii) konsensus dan tidak 
memihak; (iv) efektif dan relevan; (v) koheren; 
dan (vi) berdimensi pengembangan. Prinsip­
prinsip baik tersebut juga perlu diterapkan 
dalam merumuskan peraturan keamanan 
pangan yang dibuat oleh instansi teknis seperti 
BPOM RI, sehingga tingkat keberterimaannya 
bisa meningkat. Tulisan ini akan mengkaji 
dan menentukan kesenjangan antara prinsip­
prinsip baik dan penerapan perumusan 
dan pengembangan standar dan peraturan 
keamanan pangan di Indonesia. 

1.2. Tujuan 

Secara khusus, tujuan penelitian adalah : (i) 
menentukan kesenjangan antara prinsip-prinsip 
baik penerapan perumusan, pengembangan 
standar dan peraturan keamanan pangan 
yang saat ini berlaku di Indonesia terutama 
berdasarkan pedoman yang dikeluarkan 
BSN dan/atau ditetapkan oleh instansi teknis 
dibandingkan dengan prinsip-prinsip perumusan 
dan pengembangan standar yang ideal dan/ 
atau yang dikembangkan Codex Alimentarius 
Commission (CAC); (ii) menentukan 
kesenjangan antara prosedur perumusan yang 
diberlakukan oleh otoritas pengesah suatu 
standar (BSN) dan regulator (instansi teknis) 
dibandingkan pelaksanaan prosedur terse but 
berdasarkan prinsip-prinsip baik perumus­
an dan pengembangan standar; dan (iii) 
memberikan solusi rekomendasi perumusan 
dan pengembangan standar dan peraturan 
keamanan pangan berdasarkan pnnslp 
transparan, konsensus dan tidak memihak, 
efektif dan relevan , koheren, dan berdimensi 
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:;engembangan untuk menutupi kesenjangan 
:;erdasarkan hasil anal isis kesenjangan pad a 
:JJuan nomor (i) dan nomor (ii). 

II. METODOLOGI 

Metode penelitian ini dibagi menjadi 
::>eberapa tahap, yaitu : (i) studi literatur 
::>erumusan standar dan peraturan secara 
:eori tis/ideal ; (ii) studi atas prosedur perumusan 
standar dan peraturan pada otoritas pembuat 
standar/peraturan; (iii) anal isis kesenjangan 
1 yai tu : antara perumusan secara ideal dan 
dokumen prosedur perumusan standar dan 
::>eraturan yang berlaku pada otoritas pembuat 
standar/peraturan; (iv) anal isis kesenjangan 2 
1 aitu : antara dokumen prosedur perumusan 
standar dan peraturan dengan pelaksanaannya 
:;erdasarkan hasil FGD dan survei ; dan (v) 
:e'lyusu nan rekomendasi perumusan standar 
:Jan peraturan berdasarkan hasil analisis 
esenjangan 1 dan kesenjangan 2. 

FGD dan Survei diikuti oleh perwakilan 
enbaga yang merepresentasikan kepentingan­
~ ja masing-masing dalam perumusan dan 
Jengembangan standar dan peraturan 
eamanan pangan, yaitu pemerintah, industri 

::>elaku usaha), akademisi (pakar), dan 
embaga) konsumen. FGD dihadiri oleh 28 

:eserta dari perwakilan pemerintah (BPOM, 
3S , Kementan, KKP, Kemenperin), pihak 
~du stri ,(Gabungan Pengusaha Makanan 
:an Minuman Indonesia (GAPMMI), Pusat 
.r formasi Produk Makanan dan Minuman 
Seluruh Indonesia (PIPIMM), dan Asosiasi 
"custri Minuman Ringan Indonesia (ASRIM)), 

akademisi (peneliti SEAFAST Center IPB), 
Gan konsumen (Yayasan Lembaga Konsumen 
Indonesia - YLKI, 2010). Jumlah responden 
J ang mengisi kuesioner sebanyak 61 orangl 
embaga (23 dari Pemerintah, 23 dari Industri, 7 
oari akademisi, dan 8 dari lembaga konsumen). 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3. 1. Sistem Standardisasi Keamanan Pangan 
Nasional 

Sistem standardisasi di Indonesia telah 
ciatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) 

omor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi 
asional. Badan Standardisasi Nasional (BSN) 

aaalah lembaga pemerintah yang berwenang 

dalam mengkoordinasikan sistem standard isasi 
nasional. Berbagai lembaga terlibat di dalam 
proses perumusan dan pengembangan 
standar. Selain BSN, lembaga yang terlibat 
dalam pengembangan standardisasi nasional 
di antaranya instansi teknis , pelaku usaha, 
masyarakat, lembaga perlindungan konsumen, 
dan pemerintah daerah. 

Instansi teknis yang terl ibat dalam 
pengembangan standardisasi nasional, khusus­
nya di bidang keamanan pangan adalah BPOM 
RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian 
Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 
Kementerian Perindustrian, Kementerian 
Kehutanan , dan Pemerintah Daerah. Hal ini 
didasarkan pad a sistem keamanan pangan di 
Indonesia yang menganut sistem keamanan 
pangan terpadu. 

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 
merupakan induk dan dasar hukum di 
Indonesia telah memberikan landasan kuat 
bagi pengaturan pangan. Pengaturan pangan 
dan keamanan pangan sebagaimana amanah 
dari UUD 1945 antara lain tersi rat dalam Pasal 
27 ayat (2) dan Pasal 33. Pada peraturan di 
bawahnya telah ditetapkan undang-undang 
(UU) yang mewarnai sistem pengaturan 
keamanan pangan dan standardisasi di 
Indonesia, seperti UU NO.7 tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing The World 
Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 
Organ isasi Perdagangan Dunia), UU No. 18 
tahun 201 2 tentang Pangan, dan UU r'-Jo . 8 
tahun 1999 tentang Perl indungan Konsumen. 
Undang-undang tersebut melahirkan Peratu ran 
Pemerintah (PP) yang terkait, misalnya PP No. 
28 tahun 2004 tentang Mutu, Keamanan dan 
Gizi Pangan, PP No. 69 tahun 1999 tentang 
Label dan Iklan Pangan , dan PP No. 102 tahun 
2000 tentang Standardisasi Nasional. 

Di dalam PP No. 28/2004 dan PP No. 
102/2000 dijelaskan bahwa keaman8n pangan 
dan standardisasi nasional merupakan 

·tanggung jawab dan tugas berbagai lembaga 
pemerintah . Pad a tulisan ini di lakukan kajian 
terhadap perumusan standar dan peraturan 
keamanan pangan khususnya yang ditetapkan 
dan diberlakukan oleh BSN dan instansi teknis 
khususnya BPOM RI. ' 
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3.2. Prinsip-Prinsip 
Standar dan 
Pangan 

Baik Pengembangan 
Peraturan Keamanan 

Perumusan maupun pengembangan 
standar dan peraturan keamanan pangan perlu 
dirumuskan dengan memenuhi WTO Code 
of good practice, yaitu melalui proses yang (i) 
transparan; (ii) terbuka; (iii) konsensus dan tidak 
memihak; (iv) efektif dan relevan; (v) koheren; 
dan (vi) berdimensi pengembangan (BSN, 
2009). 

Keenam prinsip baik dalam pengembangan 
standar dan peraturan keamanan pangan 
menurut BSN (2009) dapat dijelaskan sebagai 
berikut : (i) Transparan berarti prosesnya 
mengikuti suatu prosedur yang dapat diikuti 
oleh berbagai pihak yang berkepentingan dan 
tahapan dalam proses dapat dengan mudah 
diketahui oleh pihak yang berkepentingan; (ii) 
Terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan 
untuk mengikuti program pengembangan 
standar melalui kelembagaan yang terkait 
dengan pengembangan standar, baik sebagai 
anggota PT (Panitia Teknis) I SPT (Sub Panitia 
Teknis) maupun sebagai anggota masyarakat. 
Hendaknya pihak yang berkepentingan dapat 
terlibatuntukmemberikan masukan, menyatakan 
persetujuan atau keberatan mereka terhadap 
suatu rancangan standar; (iii) Konsensus 
dan tidak memihak, memberikan kesempatan 
bagi pihak yang memiliki kepentingan berbeda 
untuk mengutarakan pandangan mereka serta 
mengakomodasikan pencapaian kesepakatan 
oleh pihak-pihak tersebut secara konsensus 
(mufakat atau suara mayoritas) dan tidak 
memihak kepada pihak tertentu; (iv) Efektif 
dan relevan, untuk memenuhi kepentingan 
para pelaku usaha dan untuk mencegah 
hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan, 
maka standar nasional tersebut harus relevan 
dan efektif memenuhi kebutuhan pasar, baik 
domestik maupun internasional sehingga 
bila diadopsi standar akan dipakai oleh dunia 
usaha atau pihak pengguna lainnya. Selain itu 
juga harus memenuhi kebutuhan regulasi dan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
(iptek). Sedapat mung kin standar nasional 
berlandaskan unjuk kerja daripada berdasarkan 
desain atau karakteristik deskriptif dan hasilnya 
dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan 
konteks keperluannya; (v) Koheren, untuk 
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menghindari ketidakselarasan di antara standar, 
maka Badan Standardisasi Nasional (BSN) 
perlu mencegah adanya duplikasi dan tumpang 
tindih dengan kegiatan perumusan standar 
sejenis lain. Agar harmonis dengan kegiatan 
perkembangan dan perumusan standar perlu 
ada kerjasama dengan badan standar lain baik 
regional maupun internasional. Pad a tingkat 
nasional duplikasi perumusan antara Panitia 
Teknis dan antara tahun pembuatan harus 
dihindari; dan (vi) Berdimensi pengembangan, 
hambatan yang biasanya dialami oleh usaha 
kecil/menengah untuk ikut berpartisipasi dalam 
perumusan standar nasional harus menjadi 
pertimbangan . Dalam memfasilitasi keikut­
sertaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM) serta penyuaraan pendapat mereka 
ini, diperlukan upaya yang nyata. Pembinaan 
peningkatan kemampuan UMKM harus 
dikedepankan sehingga UMKM akan mampu 
memenuhi standar yang dipersyaratkan 
pasar. Hal ini dimaksudkan agar UMKM dapat 
bersaing di pasar regional/internasional dan 
dapat menjadi bag ian dari global supply chain. 
Dengan demikian standar yang dihasilkan akan 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 
bagi kepentingan masyarakat dan negara. 

3.3. Analisis Kesenjangan 

3.3.1.Dokumen Perumusan dan Kondisi Ideal 

Pada tahap Inl, dilakukan analisis 
kesenjangan antara prinsip-prinsip baik yang 
dituangkan pad a dokumen perumusan standar 
dan peraturan yang dikeluarkan oleh BSN serta 
instansi teknis lainnya di Indonesia, dibandingkan 
dengan kondisi ideal sebagaimana disarankan 
oleh Codex Alimentarius Commission (CAC). 
Hasil anal isis kesenjangan ini dinyatakan pada 
Tabel 1. Dari Tabel 1 terlihat bahwa prinsip­
prinsip baik yang dituangkan pada dokumen 
perumusan standar dan peraturan yang berlaku 
di Indonesia sudah cukup baik, tidak terdapat 
kesenjangan yang terlalu besar dibandingkan 
dengan dokumen CAC. 

3.3.2. Dokumen Perumusan dan Penerapan­
nya 

Analisis kesenjangan berikutnya dilakukan 
dengan membandingkan antara dokumen 
perumusan yang berlaku (dari BSN dan 
instansi teknis lainnya) dengan kenyataan 
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~dar, Tabel 1. Kesenjangan antara Dokumen Perumusan Standar Ideal (mengacu pada CODEX) dan 

BSN) Dokumen BSN/lnstansi Teknis 

pang Perumusan, Penetapan, dan Pemberlakuan Wajib 
andar No Kategori 

Perumusan Standar Secara 
Standar Berdasarkan Naskah Peraturan 

atan Ideal yang Diterapkan CACa} BSNb} Instansi Teknisc} 
perlu Transparan Prosedur perumusan standar Prosedur perumusan Prosedur perumusan 
ba ik dapat diakses di website/ standar telah ditetapkan peraturan 

gkat internet oleh kepala BSN dan (pemberlakuan standar) 

anitia 
dapat diakses di website belum diketahui secara 

luas oleh pihak yang 
arus berkepentingan 
gan, 2 Terbuka • Adanya keterlibatan negara Mengakomodir Adanya keterlibatan 
saha anggota, NGO internasional, kepentingan produsen, dari BPOM, perwakilan 
alam pakar dari JECFA(Joint FAO/ konsumen, pakar, industri, konsumen, 

.1jadi WHO Meetings on Pesticide dan regulator; serta dan akademisi dalam 

e '<u t- Residues), JECFA (Joint FAO/ MASTAN (Masyarakat penyusunan peraturan 

19ah 
WHO Expert Committee on Standardisasi Nasional) (standar) 
Food Additives), dan JEMRA 

ereka (Joint FAOIWHO Expert 
aan Meetings on Microbiological 

laru s Risk Assessment) 

ampu • Setiap delegasi negara 

I'ka n anggota dapat mengirim 

:apat 
delegasi yang merupakan 
perwakilan dari industri, 

dan organisasi konsumen, dan 
'lain. lembaga akademisi. 
akan 3 Konsensus • Persetujuan standar melalui Rapat konsensus hanya Belum secara eksplisit 
3 ya dan Tidak konsensus dapat dilakukan apabila dijelaskan (dalam 

Memihak • Setiap tahapan draf rapat mencapai kuorum bentuk dokumen resmi) 
standar harus dipastikan 
telah mencapai konsensus 
sebelum diajukan ke tahap 

eal selanjutnya 

Isis .! Efektif dan • Didukung oleh lembaga Dukungan ilmiah berasal Dukungan ilmiah 

.. ang Relevan bersama FAOIWHO di bidang dari individu/pakar berasal dari individu/ 

dar 
o Dukung- penelitian, yaitu JMPR, perorangan pakar perorangan dan 

an JECFA, dan JEMRA tim mitra bestari 
erta Ilmiah • Lembaga penelitian 

internasional lain dapat 
berperan memberikan 
masukan dan saran dalam 
penyusunan standar 

~ Koheren Mempertimbangkan peraturan Sedapat mungkin Melalui Pemetaan dan 
sip-

v 

yang berlaku secara regional, harmon is dengan standar Kaji Banding (Nasional, 
seperti UE (Uni Eropa) internasional yang telah Regional, Internasional) 

ada (mengadopsi satu 
standar internasional 

an yang relevan) 
3erdimensi Mengoptimalkan peran negara Mempertimbangkan Secara eksplisit 
Jengembangan berkembang dalam perumusan ~epentingan UMKM belum dicantumkan 

an- standar dan daerah dengan mengenai faktor 
memberikan peluang tertentu yang dijadikan 

kan 
untuk dapat berpartisipasi sebagai dimensi 
dalam proses perumusan pengembangan dalam 

en SNI. pemberlakuan standar 
da n 
.aan eterangan : 

, 8e dasarkan CAC (2006) dan CAC (2007), b}Berdasarkan BSN (2007a), c}Berdasarkan BPOM (2010) 
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pelaksanaannya. Hal ini dilakukan melalui 
survei. Hal-hal yang menjadi fokus penilaian 
dikategorisasikan berdasarkan prinsip 
transparansi, keterbukaan, konsensus dan tidak 
memihak, efektifitas dan relevansi, koherensi , 
dan dimensi pengembangan. Hasil survei 
secara umum dapat dilihat pada Gambar 1. 

_ 1 
..... 
6 
'r.; 
~O . 8 

~ell " a l arl yang baik terhadap penerapan seluruh 
prinsip (transparan, terbuka, konsensus dan 
tidak memihak, efektif dan relevan, koheren, 
serta berdimensi pengembangan). 

Nilai yang berbeda dengan pemerintah 
ditunjukkan oleh penilaian dari responden 
Industri dan lembaga konsumen. Responden 

1. Transparan 1.. Terbuka 3. Konsensu s dan 4. Efektif dan 5. Koheren 6. Berdim ensi 
Pengembangan TIdak Memihak Relevan 

1 = Sanga t baik 
0= Ku rang Prinsip·Prinsip Perumusan dan Pengembangan Standar 

• Pemerin ta h (n=23) Industri (n=23 ) Akademisi (n=7) 

Gambar 1. Penilaian Umum terhadap Penerapan Prinsip Perumusan Standar 

Pada Gambar 1 terlihat bahwa nilai rata­
rata penilaian seluruh responden untuk setiap 
prinsip perumusan dan pengembangan standa( 
berada pada nilai sekitar 0,5 dari nilai minimal 0 
(kurang) dan maksimal 1 (sangat baik). Artinya, 
rata-rata seluruh responden memberikan 
penilaian antara baik dan cukup untuk penerapan 
prinsip-prinsip perumusan dan pengembangan 
standar (transparan, terbuka, konsensus dan 
tidak memihak, efektif dan relevan, koheren, 
dan berdimensi pengembangan). Hal Inl 
menunjukkan bahwa penerapan dari prinsip­
prinsip perumusan dan pengembangan tersebut 
belum sepenuhnya dinilai baik oleh rata-rata 
responden, karena posisi penilaiannya masih 
berada di tengah-tengah skala. 

Gambar 1 juga memperlihatkan bahwa 
beberapa kelompok responden memberikan 
penilaian yang berbeda terhadap penerapan 
prinsip perumusan dan pengembangan standar 
keamanan pangan di Indonesia. Pada umumnya 
kelompok responden pemerintah memberikan 
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dari kelompok industri dan lembaga konsumen 
masing-Illasing memberikan penilaian yang 
harnpir separuh lebih rendah dibandingkan 
dengan penilaian dari responden Pemerintah. 

Selain melalui survey, penilaian juga 
dilakukan melalui Diskusi Kelompok Terarah 
(FGD) yang melibatkan seluruh pemangku 
kepentingan (pemerintah, industri, akademisi, 
dan lembaga konsumen). Secara detail 
hasil penerapan prinsip perumusan dan 
pengembangan standar dan peraturan 
keamanan pangan berdasarkan FGD dan survei 
dapat dilihat pada Tabel 2. Dari Tabel 2 terlihat 
bahwa permasalahan utama yang menjadi 
kendala dalam kebijakan pangan terjadi pada 

. saat proses perumusan peraturan dan standar. 

3.4. Beberapa Kasus sebagai ilustrasi 

Berdasarkan prinsip perumusan dan 
pengembangan standar, hasil FGD pemangku 
kepentingan (pihak pemerintah, industri, 
konsumen, dan akademisi) menunjukkan masih 
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Tabel 2. Penerapan Perumusan Standar/Peraturan Keamanan Pangan 

No. Kategori Pelaksanaan Prosedur Perumusan Standar Berdasarkan Hasil FGD dan Survei 

2 

Transparan 

Terbuka 

Konsensus dan 
Tidak Memihak 

E'ektif dan 
qelevan 
: Dukungan 

IImiah 

Koheren 

Berdimensi 
Pengembangan 

• FGD: pihak industri menyatakan bahwa masih banyak kebijakan yang dikeluarkan instansi 
teknis tidak melalui prosedur yang baku dan tidak diketahui oleh pengguna (industri). 

• Terjadi perbedaan persepsi antara kelompok responden pemerintah dan industri dalam 
menanggapi kemudahan dalam memperoleh informasi perumusan standar: 
~ Sebanyak 56,52 persen responden industri menyatakan sulit untuk mendapatkan 

informasi perumusan standar 
~ Sebanyak 60,87 persen responden pemerintah menyatakan mudah untuk mendapatkan 

informasi perumusan standar. 
• Sebagian besar responden (40,91 persen) mengetahui prosedur penyusunan standar dari 

website/internet. 

• FGD: pihak industri menginginkan agar pakar mereka yang berasal dari R&D misalnya 
dapat dilibatkan dalam membuat konsep standar. 

• Masih banyak responden di daerah yang tidak pernah dimintakan masukan terkait pembuatan 
suatu standar, yaitu 80 persen dari seluruh responden pemerintah dan 100 persen dari 
seluruh responden lembaga konsumen yang berada di daerah menyatakan tidak pernah 
dimintakan masukan dalam perumusan standar. 

• Keaktifan responden, terutama kelompok responden industri , dalam mengusulkan standar 
masih rendah (65,22 per~en responden industri menyatakan belum aktif dalam mengusulkan 
pembuatan standar). 

• Terjadi perbedaan persepsi antara kelompok responden pemerintah dan industri dalam 
menilai pelaksanaan pengambilan keputusan saat penetapan standar: 
~ Sebesar 92,31 persen responden industri menyatakan hanya sebagian aspirasinya 

diterima atau diakomodasi. 
~ Sebesar 90,91 persen responden pemerintah menyatakan bahwa proporsi setiap 

instansi dalam pengambilan keputusan sudah berimbang, sedangkan 53,85 persen 
responden industri menyatakan tidak berimbang 

• Masih cukup besar industri (30,43 persen responden) yang menyatakan bahwa hanya 
sebagian standar yang dikeluarkan/ditetapkan instansi teknis dan BSN diterapkan di 
instansinya. 

• Responden industri menyatakan bahwa kendala utama yang dihadapi dalam penerapan 
standar berturut-turut adalah kesiapan lab uji (58,62%), biaya (31 ,03%), dan teknologi 
(10,35%) . 

• Seluruh kelompok responden sepakat menyatakan bahw.a faktor perdagangan, kesehatan, 
kesiapan teknologi , gizi, dan lingkungan penting dipertimbangkan dalam penyusunan 
standar pangan masing-masing berjumlah lebih dari 50%. Seluruh kelompok responden 
(98,28% dari 58 responden) juga sepakat bahwa kesehatan adalah faktor utama yang harus 
dipertimbangkan dalam penyusunan standar. 

• Terjadi perbedaan persepsi antara kelompok responden pemerintah dan industri dalam 
menilai kajian terhadap peraturan/standar yang berlaku di dalam negeri dalam perumusan 
suatu standar: 
~ Sebanyak 13,64% dan 63,64% responden pemerintah menyatakan bahwa kajian 

terhadap regulasilstandar lain yang belaku di dalam negeri berturut-turut sangat baik 
dan baik. 

~ Sebanyak 50,00% dan 31,82% responden industri menyatakan bahwa kajian terhadap 
regulasi/standar lain yang belaku di dalam negeri berturut-turut cukup dan kurang . 

• Sebagian besar responden (74,65%) menyatakan bahwa standar Codex adalah rujukan 
utama dalam penetapan standar. Peraturan/standar negara tujuan ekspor juga perlu 
menjadi pertimbangan dalam perumusan standar (28,77% responden) 

• Seluruh kelompok responden meriyatakan bahwa faktor pengembangan bahan baku lokal , 
pengembangan UMKM, dan peningkatan daya saing produk Indonesia adalah "sangat 
penting" diperhatikan sebagai dimensi pengembangan dengan jumlah berturut-turut 85,25%, 
75%, dan 98,36%; sisanya menyatakan "agak penting" dan "cukup penting". 

• Akumulasi ranking yang diberikan oleh seluruh responden dan masing-masing kelompok 
responden terhadap penilaian faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan standar 
dari ranking terkecil berurut-turut adalah perlindungan kesehatan konsumen, perlindungan 
produk dalam negeri, kesiapan lab uji, dan kesiapan ado psi teknologi. 

- ?ro;;es Perurnusan Standar dan Peraturan Kearnanan Pangan di Indonesia 
Punlimtno Hariyadi. Eko Hari Purnomo 
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rendahnya penerapan prinsip-prinsip efektifitas 
dan relevansi. Untuk memberikan penjelasan 
mengenai penerapan prinsip efektifitas dan 
relevansi standar keamanan pangan, dapat 
dilihat pada beberapa contoh kasus penerapan 
standar di bawah ini. 

3.4.1. Studi Kasus Adanya Standar yang Ketat 

Rendahnya tingkat relevansi standar 
(keamanan) pangan yang telah ditetapkan oleh 
BSN dan/atau diberlakukan wajib oleh instansi 
teknis (BPOM RI, misalnya) disebabkan karena 
kurang didukung oleh data hasil kajian dan 
penelitian sebelumnya, sehingga penetapan 
standar dirasakan tidak relevan (tidak 
mencerminkan) kondisi nyata di lapangan, 
sehingga bisa menyebabkan penetapan 
standar yang sangat ketat, sehingga tingkat 
penerapannya akan rendah. 

Pertama hal ini diilustrasikan oleh kasus 
penetapan batas maksimal Angka Lempeng 
Total (ALT) pada Standar Nasional Indonesia 
(SNI) untuk susu segar. Data yang dikumpulkan 
oleh Industri pengolahan susu yang 
mendapatkan susu dari beberapa peternak di 
Boyolali, Bandung, Jakarta, Bogor, Sumedang, 
Garut, dan Cikajang dari tanggal 20 Juni - 3 Juli 
2011 diketahui bahwa susu sapi yang dihasilkan 
mempunyai Angka Lempeng Total (AL T) rata­
rata 4,62 x 106 CFU/ml. Nilai ALT ini lebih tinggi 
dari yang dipersyaratkan SNI. Berdasarkan SNI 
01'-3141-1998 (revisi SNI 3141.1:2011) batas 
maksimum ALT pad a susu segar adalah 1 x1 06 

CFU/ml (BSN, 1998; BSN, 2011a). 

Penelitian dari berbagai badanl lembaga 
penelitian dan pengembangan {litbang), dinas 
peternakan daerah, dan beberapa perguruan 
tinggi (Usmiati dan Widaningrum, 2005; Usmiati 
dan Nurdjannah, 2007; Budiyanto dan Usmiati, 
2009; Dinas Peternakan Jateng, 2010; Marlina, 
dkk., 2007; Balia, dkk., 2008) melaporkan bahwa 
susu segar hasil peternak mempunyai ALT 2,38 
x 107 CFU/ml; juga lebih tinggi daripada batas 
maksimal yang dipersyaratkan oleh SNI. Data­
data mengenai AL T susu segar ini seharusnya 
menjadi dasar untuk menetapkan SNI, sehingga 
SNI yang ditetapkan akan mempunyai relavansi 
dan tingkat keberterimaan yang lebih tinggi. 

Kondisi rendahnya tingkat penerapan 
standar karena kurangnya relevansi ini juga 
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ditunjukkan oleh Asosiasi Industri Minuman 
Ringan (ASRIM). ASRIM melaporkan bahwa 
beberapa produk sari buah dari produsen 
Indonesia mempunyai total padatan yang tidak 
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 
BPOM RI (Poeradisastra, 2011). Dicontohkan 
oleh Poeradisastra (2011) bahwa sari buah 
sirsak dan lemon yang dihasilkan produsen, 
berutur-turut, mempunyai nilai total padatan 
(Brix) sebesar 12,0-14,0 persen dan 4,2 persen. 
Hal ini tidak sesuai dengan peraturan BPOM 
(2006) yang mempersyaratkan bahwa sari buah 
sirsak dan lemon, berturut-turut, harus memiliki 
nilai padatan minimal 14,5 persen dan 6 persen. 

Data BPOM RI (Suratmono, 2009) juga 
menyebutkan ketidaksesuaian antara kondisi 
penggunaan siklamat pad a Pangan Jajanan 
Anak Sekolah (PJAS) yang beredar di Indonesia 
dengan persyaratan standar. Pada tahun 2006 
dan 2007 ditemukan 42,28 persen dan 42,88 
persen dari contoh PJAS dari seluruh Indonesia 
dilaporkan tidak memenuhi persyaratan 
dalam hal penggunaan pemanis siklamat, 
berdasarkan peraturan Kepala BPOM RI 
Nomor HK.00.05.5.1.4547 tahun 2004 tentan~ 
Persyaratan Penggunaan Bahan Tambahan 
Pangan Pemanis Buatan dalam Produ~ 

Pangan. Herlina (2008) juga melaporkan bahwa 
kesesuaian produk Makanan Pendamping Ail 
Susu Ibu (MP-ASI) dengan SNI juga masi~ 

rendah. Ditemukan bahwa 61 dari 100 produ~ 
bubuk MP-ASI lokal yang beredar memilik 
kandungan vitamin B6 di bawah standar minima 
(0,7 mg/100 g) yang ditetapkan dalam SNI 01· 
7111.1-2005 (Herlina, 2008). 

Penjelasan dan ilustrasi diata~ 

menunjukkan bahwa prinsip relevansi dalarr 
proses pengembangan dan penyusunar 
standar (dan peraturan) yang mempersyaratkar 
adanya dukungan data ilmiah yang berasa 
dari individu/pakar perorangan dan tim mitre 
bestari belum dilakukan dengan sepenuhnya 
Sebagai akibatnya, penetapan batas-bata~ 

(maksimal atau minimal) kriteria mutu ataL 
keamanan pangan suatu produk tidak dilakukar 
berdasarkan pad a kondisi nyata di lapangan. Ha 
inilah yang menyebabkan banyaknya standal 
dan peraturan keamanan pangan yang telat 
disusun ternyata mengalami hambatan dalarr 
penerapannya. 
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3.4.2. Studi Kasus Adanya Standar yang 
Longgar 

sup dan kaldu dalam kaleng memiliki batas 
maksimal ALT sebesar 1x101 koloni/g (BPOM, 
2009). Padahal produk-produk pangan berasam 
rendah yang dikalengkan (low acid canned 
foods) tersebut harus melalui pengolahan 
dan pengawetan untuk mencapai kondisi 
steril komersial. Ukuran kecukupan proses 
panas pada proses pengalengan ini biasanya 
dinyatakan dengan nilai Fo. Untuk mencapai 
kondisi steril komersial dipersyaratkan bahwa 
proses pemanasan harus bisa menginaktivasi 
spora tahan panas, Clostridium botulinum, 
sehingga ditemukannya spora Clostridium 
botulinum < 10-9 ; setara dengan nilai F 0 = 2,54 
(Hariyadi, 2008). Berdasarkan hasil penelitian 
Hariyadi (2008 dan 2011a) diketahui bahwa 
dari 131 produk pangan yang dikalengkan di 

Belum diterapkannya secara penuh 
prinsip perlunya dukungan data ilmiah ini bisa 
juga menyebabkan penetapan batas-batas 
(maksimal atau minimal) yang terlalu longgar. 

Berdasarkan peraturan BPOM RI Nomor 
HK.00.06.1.52.4011 tentang Penetapan Batas 
Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia 
dalam Makanan, produk-produk pangan 
yang dikalengkan memiliki persyaratan batas 
maksimal cemaran mikrobiologi. Misalnya 
pada produk buah, sayuran, corned dan sosis 
dalam kaleng memiliki batas maksimal Angka 
Lempeng Total (ALT) sebesar 1 x1 02 kolonilg; 
sedangkan untuk ikan dan produk ikan, serta 

Tabel3. Rekomendasi Perumusan dan Pengembangan Standar serta Peraturan Keamanan Pangan 

\1 0 Kategori 

1 Transparan 

2 

3 

Terbuka 

Konsensus 
dan Tidak 
Memihak 

Efektif dan 
Relevan 

Koheren 

3erdimensi 
:::lengem 
8angan 

Rekomendasi 

• Otoritas pembuat/pemberlaku standar (terutama instansi teknis) perlu memberikan 
informasi prosedur perumusan standar dan kebijakan lainnya dengan lebih intensif dan 
meluas, sehingga semua pihak dapat mengikuti perkembangan dan terlibat di dalamnya 

• Media yang dapat digunakan untuk penyebaran informasi perumusan standar adalah 
melalui internet/website 

• Saran dan pertimbangan dari instansi di daerah dalam perumusan standar diperlukan 
untuk mengetahui kondisi dan kesiapannya dalam penerapan standar tersebut jika 
sudah ditetapkan 

• Perlu mengoptimalkan peran semua stakeholder melalui penguatan peran asosiasi, 
terutama untuk meningkatkan peran serta kelompok industri dalam mengusulkan 
suatu standar 

• Instansi teknis perlu merumuskan prosedur konsensus dalam penetapan peraturanl 
pemberlakuan standar yang disahkan oleh kepala instansi serta terdokumentasi 

• Dalam proses penetapan standar harus dipastikan bahwa semua stakeholder terlibat 
dan berdasarkan keputusan bersama dari semua stakeholder. Masukan dari berbagai 
pihak harus dipertimbangkan 

• Pedoman perumusan standar yang telah ditetapkan BSN perlu dilaksanakan dengan 
lebih efektif dengan menjamin terjadinya konsensus saat penetapan standar 

• Perlu dilakukan optimalisasi peran tim atau lembaga yang khusus mengkaji kriteria 
dalam standar secara ilmiah, terutama sebagai pengkaji risiko 

• Perlu dilakukan analisis risiko, terutama kajian risiko dalam perumusan standar dan 
sebelum standar diberlakukan perlu dilakukan anal isis kajian dampak dan kesiapan 
infrastruktur (misal laboratorium uji). Kajian yang dapat dilakukan adalah RIA 
(Regulatory Impact Analysis) 

• Kesepakatan responden terhadap pentingnya mempertimbangkan faktor perdagangan, 
kesiapan teknologi, gizi, lingkungan dan terutama kesehatan dapat dijadikan titik tolak 
untuk mencari kesamaan persepsi saat penetapan kriteria di dalam standar 

• Jika data di Indonesia belum tersedia, rujukan utama yang dapat digunakan adalah 
standar Codex 

• Peraturan/standar negara tujuan/target ekspor komoditas pangan perlu 
dipertimbangakan dalam perumusan suatu standar komoditas pangan tersebut. 

• Instansi teknis perlu menetapkan faktor yang menjadi dimensi pengembangan 
• Perwakilan industri yang terlibat dalam perumusan standar harus berasal dari asosiasi 

yang juga merepresentasikan kepentingan UMKM 

P; :"5 Perurnusan Standar dan Peraturan Keamanan Pangan di Indonesia 
P"'11 iWlllo Hariyadi. Eko Hari Purnomo 
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Indonesia, proses pemanasannya mempunyai 
angka kecukupan panas (nilai F 0) bervariasi 
(1,9-149 menit), dan hanya ditemukan satu 
contoh produk yang nilainya Fa < 2,54 (yaitu 
1,9). Karena itu, penggunaan nilai Fo sebagai 
persyaratan parameter keamanan pangan akan 
lebih efektif untuk menjamin keamanan pangan 
produk yang dikalengkan, diban9ingkan dengan 
persyaratan AL T. Persyaratan yang terdapat 
di dalam standar/peraturan BPOM RI (2009) 
mengenai produk pangan yang dikalengkan 
jelas sangat longgar dan tidak relevan dengan 
tujuan proses sterilisasi dan tidak dapat 
mendorong produsen untuk meningkatkan 
keamanan pangan produknya. 

3.4.3. Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap 
Peraturan dan Standar Wajib Pangan 

Permasalahan lain yang terjadi adalah 
rendahnya penegakan hukum (law enforcement) 
pada peraturan yang telah mewajibkan standar 
pangan. Jika dilihatdari beberapa data penerapan 
standar (SNI) wajib terlihat bahwa masih terdapat 
produkAir Minum Oalam Kemasan (AMOK) dan 
garam beryodium yang tidak memenuhi standar. 
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 
melakukan pengujian pada produk Air Minum 
Oalam Kemasan (AMOK) gelas tahun 2010. 
Oari 21 merek AMOK yang diuji ditemukan 2 
merek yang melewati batas maksimum total 
koloni bakteri berdasarkan standar SNI 3553-
2006, yaitu angka lempeng total akhir maksimal 
1 x 105 kolonilml. Penelitian lain yang dilakukan 
Saputra (2011) terhadap 13 garam yodium 
bermerek yang beredar di Oenpasar, Bali, 
dengan jumlah 60 sampel, terdapat 2 merek 
garam beryodium yang masih mengandung 
iodium kurang dari standar SNI 3556:2010 yaitu 
minimal 30 ppm. 

3.5. Pembahasan Umum 

Secara umum, hasil FGO dan survei 
menunjukkan bahwa secara umum faktor 
yang menyebabkan rendahnya tingkat 
penerapan standar dan peraturan keamanan 
pangan adalah tidak dipraktikannya prinsip­
prinsip pengembangan standar dan peraturan 
yang baik. Secara khusus, faktor-faktor yang 
menghambat penerapan standar dan peraturan 
pangan, yaitu rendahnya : (i) penyebaran 
informasi perkembangan penyusunan 
peraturan, terutama dari intansi teknis; (ii) 
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pembahasan yang mempertimbangkan 
kepentingan dan keterlibatan semua pihak yang 
berkepentingan, terutama pelaku usaha/industri; 
(iii) relevansi standar yang ditetapkan dengan 
tujuan perlindungan kesehatan konsumen 
dan kondisi produk pangan Indonesia; dan (iv) 
pertimbangan akan kesiapan pelaku usaha dan 
unsur penunjangnya, seperti laboratorium uji. 

Faktor-faktor tersebut muncul antara lain 
karena adanya perbedaan persepsi antara 
pemerintah dan industri, dimana pemerintah 
menilai bahwa proses perumusan dan 
pengembangan standar dan peraturan sa at ini 
sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perumusan 
dan pengembangan standar yang baik. Namun, 
menurut pihak industri prinsip-prinsip yang baik 
itu belum sepenuhnya dilakukan. Perbedaan 
persepsi ini terutama terjadi pada aspek (i) 
transparan , dan (ii) efektif dan relevan dalam 
prinsip perumusan dan pengembangan standar. 

Prinsip transparan perlu diperkuat dengan 
(i) memberikan informasi perumusan dan 
perkembangan standar dan peraturan melalui 
internet/website dalam situs lembaga pemerintah 
yang berwenang (BSN dan instansi teknis -
BPOM); (ii) memberikan akses seluas-Iuasnya 
kepada semua pihak yang berkepentingan 
untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan 
usulan dan masukan sa at pembahasan standar 
dan peraturan, terutama dari kelompok UMKM 
dan instansi di daerah melalui wadah asosiasi; 
(iii) menerapkan prosedur pembahasan dan 
penetapan standar di dalam rapat panitia teknis 
yang telah ditetapkan oleh BSN dengan lebih 
efektif. Saat pembahasan dan penetapan 
standar perlu dipastikan bahwa aspirasi dan 
pendapat dari semua kelompok instansi 
diperhatikan dan keputusan dicapai melalui 
konsensus. 

Prinsip efektif dan relevan perlu diperkuat 
dengan (i) kajian dasar (base-line) untuk 
mendapatkan gambaran tentang kondisi riil 
produk dan praktik di industri; (ii) pertimbangan 
kesiapan infrastruktur (Iaboratorium uji, 
sumber daya manusia, dan lain-lain); dan 
(iii) memperhatikan dimensi pengembangan 
nasional, khususnya (i) kepentingan UMKM; 
(ii) pengembangan bahan baku lokal; dan (iii ) 
peningkatan daya saing produk Indonesia 
dalam pembahasan standar. Secara detail, 
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oeberapa rekomendasi dalam perbaikan proses 
Derumusan dan pengembangan standar serta 
eraturan keamanan pangan berdasarkan 

:xinsip-prinsip yang baik, dapat dilihat pada 
- abel 3. 

rv. KESIMPULAN 

4.1. Kesimpulan 

Saat ini standar dan peraturan keamanan 
:a gan di Indonesia masih belum efektif 
: :erapkan oleh pelaku usaha. Hasil analisis 
. esenjangan antara perumusan standar dan 
:era uran secara ideal dengan dokumen yang 
: e aku oleh otoritas pembuat standar (terutama 
3 S ) tidak terjadi kesenjangan yang terlalu 
:€:sar. Akan tetapi jika dilihat kesenjangan 
=~:ara dokumen perumusan yang berlaku 
:::: ~ pelaksanaannya terdapat kesenjangan 
2'"'g cukup besar. Hasil FGD dan survei 

-e njukkan bahwa secara umum faktor yang 
-e yebabkan rendahnya tingkat penerapan 
::8 dar dan peraturan keamanan pangan 
a:::a ah tidak dipraktikannya prinsip - prinsip baik 
:engembangan standar dan peraturan. 

Faktor terse but muncul antara lain karena 
a janya perbedaan persepsi antara pemerintah 
:a industri yaitu pemerintah menilai bahwa 
:. ses perumusan dan pengembangan standar 
-=- peraturan saat ini sudah sesuai dengan 
: rSip-prinsip perumusan dan pengembangan 
3-3 dar yang baik. Namun menurut Industri 
: r Sip-prinsip yang baik itu belum sepenuhnya 
:apat dilakukan. Perbedaan persepsi Inl 
'=~J ama terjadi pada aspek (i) transparan; dan 

efektif dan relevan dalam prinsip perumusan 
:8 pengembangan standar. 

4.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan 
:e lu dilakukan peningkatan penerapan prinsip 
:a pengembangan standar dan peraturan 
• eamanan pangan terutama dilakukan pad a 
: nsip transparan dan efektif dan relevan. 
:J sip transparan perlu ditingkatkan dengan 

I memberikan informasi perumusan dan 
Jerkembangan standar dan peraturan 
""'elalui interneUwebsite dalam situs lembaga 
Jemerintah yang berwenang (BSN dan instansi 
:9 nis); (ii) memberikan akses seluas-Iuasnya 

epada semua pihak yang berkepentingan 
J uk berpartisipasi aktif dalam memberikan 

usulan dan masukan saat pembahasan standar 
dan peraturan, terutama dari kelompok UMKM 
dan instansi di daerah melalui wadah asosiasi; 
(iii) menerapkan prosedur pembahasan dan 
penetapan standar di dalam rapat panitia teknis 
yang telah ditetapkan oleh BSN dengan lebih 
efektif. Saat pembahasan dan penetapan standar 
perlu dipastikan bahwa aspirasi dan pendapat 
dari semua kelompok instansi diperhatikan dan 
keputusan dicapai melalui konsensus. 

Prinsip efektif dan relevan perlu ditingkatkan 
dengan (i) pelaksanaan kajian mendapatkan 
gambaran tentang kondisi nyata produk dan 
praktik di industri; (ii) pertimbangan kesiapan 
infrastruktur (Iaboratorium uji, sumber daya 
manusia, dan lain-lain); (iii) memperhatikan 
dimensi pengembangan nasional, khususnya 
berkaitan dengan (i) kepentingan UMKM; (ii) 
pengembangan bahan baku lokal, dan (c) 
peningkatan daya saing produk Indonesia. 
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